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Tugas Baru Otoritas

Ahmad Febrian

PR sedang menggodok Ran-
Dcangan Undang-Undang

(RUU) tentang Pengembang-
an dan Penguatan Sektor Keuangan
(PPSK) atau Omnibus Law Sektor
Keuangan. Kabarnya, tahun ini bele-
id itu harus sudah berubah wujud
menjadi UU.

Secara makro, berdasarkan calon
beleid itu, Bank Indonesia dan Oto-
ritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki
tugas tambahan. Mereka bertang-
gungjawab atas pertumbuhan eko-
nomi dan penciptaan lapangan pe-
kerjaan yang berkelanjutan.

Memang selama ini, secara tidak
langsung, keduanya juga harus ber-
peran mendukung pertumbuhan
ekonomi. Dengan adanya perintah
UU, kedua otoritas harus lebih be-
kerja keras mendukung makro eko-
nomi nasional.

Sementara Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS) kebagian tugas
baru, menjamin polis asuransi. Tu-
gas baru LPS ini diharapkan bisa
meningkatkan kepercayaan masya-
rakat terhadap bisnis asuransi yang
sempat pudar akibat sejumlah skan-
dal di industri asuransi.

Industri perbankan yang selama
ini sudah sangat ketat tentu saja tak
luput dari sapuan beleid sapu jagat
ini. Misalnya, aturan pemegang sa-
ham pengendali minimal memiliki

30% saham. Meningkat dari sebe-
lumnya sebanyak 25%.

Terkait bisnis kredit usaha mikro,
kecil dan menengah (UMKM) juga
mengalami "revolusi". Berdasarkan
omnibus law, bank BUMN dapat
menghapus buku dan hapus tagih
untuk mendukung kelancaran akses
pembiayaan kepada UMKM, tanpa
perlu persetujuan DPR.

Hapus buku ini dicatat sebagai
kerugian bank bukan lagi kerugian
negara. Aturan ini melegakan bagi
para bankir BUMN yang sering me-
ngeluh kesulitan soal hapus buku.

Tidak cuma itu. BPJS Ketenaga-
kerjaan atau BP Jamsostek di dalam
penyelenggaraan Jaminan Hari Tua
(JHT) itu bisa melakukan cut loss.

Bukan cuma itu, kebijakan cut loss
dianggap bukan merupakan kerugi-
an negara dan tidak bisa dituntut se-
cara hukum. Syaratnya antara lain,
penurunan nilai atau kerugian aset
investasi yang dilakukan cut loss
bukan karena kesalahan atau kelalai-
an pengelola program pensiun.

Jangkauan OJK juga semakin luas.
OJK menurut omnibus law berhak
mengawasi koperasi yang memiliki
aset Rp 250,98 triliun.

Semua aturan itu merupakan tan-
tangan bagi Dewan Komisioner
Baru OJK yang akan dilantik 20 Juli
mendatang. Tugas dan tanggung ja-
wab lebih berat menanti. Mengatur,
mengawasi dan melindungi industri
keuangan serta masyarakat. |
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